BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 4 % TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 8.A TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa RKPD dapat diubah
dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan, dan guna menampung seluruh perubahan dalam
pendapatan, belanja serta defisit dan pembiayaan anggaran yang
terjadi baik karena perubahan asumsi makro maupun untuk
menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodir
dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2016
tentang RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka perlu
dilakukan penyesuaian;

b.bahwa dengan terbentuknya Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah, maka RKPD Kabupaten Halmahera Barat
perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2017;



Mengingat:1.

10.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 165);

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah di
ubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
3961);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor33, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor (4577);

)



11. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,
TambahanLembaran Negara RI Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016;

18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015
tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi
Maluku Utara Tahun 2014 - 2019.

19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2015;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012
tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017,

24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 8.A TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor
8.A Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2016 Nomor 59) mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Pada BAB Il pasal 2 sistematika penulisan pada revisi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 menjadi :

BABI. PENDAHULUAN
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017

BAB III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

BAB VI. PENUTUP.

2. Perubahan Peraturan Bupati Tentang RKPD Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat
Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah
Tahun 2017.

3. Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 8.A Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2017 diubah dan perubahannya tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
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BUPATI HALMAHERA BARAT
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DANNY MISSY

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 59



